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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh
penulis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Perlindungan Data Pribadi pada Dinas Kominfo
Kota Bengkulu dalam Pelaksanaannya pada Dinas
Kominfo Kota Bengkulu belum berlangsung secara
optimal. Meskipun terdapat upaya-upaya seperti
sosialisai terkait perlindungan data pribadi, peningkatan
keamanan sistem dasar, dan pembinaan terhadap
perangkat daerah, namun implementasinya masih
terbatas. Kelemahan terlihat dari belum tersedianya SOP
perlindungan data yang komprehensif, belum adanya
unit atau pejabat khusus yang bertanggung jawab
sebagai pengendali data pribadi (Data Protection Officer),
minimnya audit keamanan, serta kurangnya sumber
daya manusia dan anggaran teknologi informasi.
Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan Undang -
Undang Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya
memenuhi standar pengendalian dan pengawasan yang

ditetapkan Undang - Undang.
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2.

Saran
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Perspektif Figh Siyasah terhadap Implementasi UU No.
27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Perspektif Siyasah terhadap implementasi Undang -
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Data Pribadi dalam Perspektif siyasah, perlindungan
data pribadi merupakan bagian dari tadbir al-umur
(pengelolaan urusan publik) yang harus dilaksanakan
secara adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan
umum (maslahah al- ‘ammah). Namun hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan prinsip - prinsip
siyasah dalam implementadi Undang - Undang
Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya terwujud.
Keterbatasan tata kelola, lemahnya mekanisme
perlindungan, dan belum tersedianya sistem
pengawasan yang terstruktur menunjukkan bahwa nilai-
nilai keadilan, keamnan, perlindungan hak masyarakat
belum berjalan optimal. Oleh karena itu, perlu
penguatan kelembagaan dan kebijakan agar Dinas
Kominfo mampu menjalan peran siyasah secara lebih

efektif dalam menjaga hak-hak data pribadi masyarakat.

Pembentukan unit khusus atau penunjukan Pejabat
Pengendali Data Pribadi (DPO) menjadi langkah penting
untuk memperkuat tanggung jawab kelembagaan dan

memastikan pelaksanaan UU PDP berjalan terarah.
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2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui
pelatihan keamanan siber, manajemen risiko, dan tata
kelola data perlu diprioritaskan agar petugas memiliki
kompetensi memadai dalam melaksanakan fungsi

pengawasan.
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